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Abstract

Internal control is important in achieving optimization of the management of state universities. Control required in budgeting to keep the quality of the budget, by producing high performance. However, the budget tends to decrease possible occurrence of budget slack with violating the principle of an economical budget, efiesien, and effective. The research aims to examine internal controls should be applied in the budget discipline is manifesting in the state universities. The method of this research is qualitative method through the study of literature by reviewing some literature in the form of a regulation, theory, standards, and related research. The results of this research show that the budget discipline in state universities can be achieved by implementing internal control based on the five elements of SPIP that consists of a control environment, risk assessment, control activities, communication and information, as well as monitoring. On each element is equipped with a clear indicators so that it can be a reference to realize budgetary discipline in the state universities.
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Abstrak

Pengendalian internal merupakan hal penting dalam mencapai optimalisasi pengelolaan perguruan tinggi negeri. Pengendalian dibutuhkan dalam pengganggaran untuk menjaga agar anggaran berkualitas, dengan menghasilkan kinerja yang tinggi. Namun anggaran cenderung tidak disiplin dimungkinkan terjadinya budget slack dengan melanggar prinsip anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengendalian internal yang sebaiknya diterapkan dalam mewujudkan disiplin anggaran di perguruan tinggi negeri. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi literature dengan mengkaji beberapa literatur berupa peraturan, teori, standar, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa disiplin anggaran di perguruan tinggi negeri dapat dicapai dengan menerapkan pengendalian internal berdasarkan lima elemen SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan. Pada setiap elemen tersebut dilengkapi dengan indikator yang jelas sehingga dapat menjadi acuan untuk mewujudkan disiplin anggaran di perguruan tinggi negeri. 

Kata kunci: pengendalian internal, disiplin anggaran, SPIP
Pendahuluan
Latar Belakang
Perguruan tinggi negeri merupakan institusi pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP No.4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang dimaksud adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
Dalam mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi negeri harus dikelola dengan lima prinsip pengelolaan meliputi akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektif serta efisien (Wiwoho, 2017). Dengan menerapkan lima prinsip pengelolaan perguruan tinggi negeri akan mendorong terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kemenristekdikti Tahun 2017.
Pengelolaan perguruan tinggi negeri didukung oleh anggaran yang besar, di setiap tahunnya yang selalu tidak kurang dari 97% dari total anggaran Kemenritstekdikti sejak tahun 2016. Dengan struktur alokasi penganggaran itu diperlukan optimalisasi pengelolaan yang tepat untuk menjalankan operasional instansi secara efektif dan efisien serta taat kepada aturan. Pengendalian internal merupakan hal penting dalam mencapai optimalisasi pengelolaan perguruan tinggi negeri.
Pengendalian dibutuhkan dalam pengganggaran untuk menjaga agar anggaran berkualitas, dengan menghasilkan kinerja yang tinggi dan ataupun produk (jasa) yang dihasilkan dapat memenuhi harapan masyarakat (Bastian, 2006). Pengendalian internal yang kuat akan menciptakan disiplin anggaran dalam rangka pencapaian tujuan institusi. Disiplin anggaran menjadi prasyarat terciptanya pengelolaan keuangan yang baik (Umar, 2011). 
Permasalahan

Dirjen Anggaran (2014) mewajibkan disiplin anggaran dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Namun sebaliknya, anggaran pemerintah cenderung tidak disiplin (Rosen dan Gayer, 2014). Bahkan dimungkinkan terjadinya budget slack yang merupakan penyimpangan dari disiplin anggaran yaitu dengan melanggar prinsip anggaran yang ekonomis, efiesien, dan efektif. 
Anggaran yang tidak disiplin  dapat terbentuk dari ketidaksesuaian antara perencanaan dan anggaran, pengajuan kegiatan anggaran secara berulang-ulang, maupun penguapan anggaran. Kecenderungan dan penyimpangan tersebut akan diminimalkan dengan pengendalian internal kuat dan dilaksanakan dengan tepat di institusi pemerintah termasuk perguruan tinggi negeri.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengendalian internal yang sebaiknya diterapkan dalam mewujudkan disiplin anggaran di perguruan tinggi negeri. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan perguruan tinggi negeri mendapatkan acuan tentang pengendalian internal atas disiplin anggaran.
Kajian Literatur
Pengendalian Internal
Pengendalian internal merupakan suatu system berisikan kebijakan dan prosedur dirancang untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajamen terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai (Arens at al, 2014). Susanto (2013) menjelaskan bahwa pengendalian meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur, organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data serta standar operasi manajemen untuk mencapai sasran yang ingin dicapai oleh organisasi. Hal tersebut sejalan dengan COSO (2013) bahwa pengendalian internal yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan, dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai dalam pencapaian tujuan operasional organisasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya dan taat terhadap aturan hukum dan regulasi yang berlaku.
Tujuan pengendalian internal adalah untuk menjaga sumberdaya dari kesalahan dan penggelapan (fraud), informasi yang andal, dan system operasi seperti yang direncanakan (Soltani, 2007). Mardiasmo (2009) menyatakan pula bahwa organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen (internal) untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam PP No.60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bentuk dari pengendalian internal adalah pegawasan meliputi kegiatan audit, riviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 
Sebagaimana dijelaskan dalam COSO (2013) yang sesuai dengan PP No.60/2008 tentang SPIP bahwa pengendalian internal terbagi dalam lima elemen yang terdiri dari lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information anda communication), dan pengawasan (monitoring). Berdasarkan elemen pengendalian tersebut, Ramdany (2017) membagi efektivitas pengendalian internal yang efektif dalam lima dimensi terdiri dari:
a. Lingkungan pengendalian dengan indikator penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat intern pemerintah yang efektif,
b. Penilaian risiko dengan indikator indentifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan risiko,
c. Aktivitas pengendalian dengan indikator pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, pemisahan tugas dan fungsi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan dokumen,
d. Informasi dan komunikasi dengan indikator pengelolaan sistem informasi, penyediaan dan pengelolaan sistem komuniskasi,
e. Pengawasan dengan indikator pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Disiplin Anggaran
Menurut PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara  eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa wujud dari anggaran pemerintah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah (Negara) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggaran perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari anggaran pemerintah terdiri dari penerimaan dan belanja. Penerimaan berasal dari Rupiah Murni dan PNBP sementara belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang dirinci dalam bentuk program kegiatan antara lain beasiswa dan BOPTN.
Disiplin anggaran merupakan ketaatan dalam memenuhi sejumlah pendapatan dan pengeluaran yang telah ditetapkan (Irons, 2004). Umar (2011) menjelaskan bahwa disiplin anggaran sebagai ketertiban dan ketaatan terhadap atauran atau pedoman yang melandasi penganggaran. Dalam PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa disiplin anggaran diartikan sebagai kepatuhan terhadap aturan dan pedoman yang mendasari anggaran.
Menurut Horak & Simackova (2014), cakupan dari disiplin keuangan/anggaran adalah:

a. Permintaan sumber daya keuangan yang telah disetujui untuk dibelanjakan berlandaskan norma, harga yang telah ditetapkan, tariff, dan item kegiatan yang disepakati,

b. Pengeluaran sumber daya keuangan tanpa persetujuan atasan tidak diperbolehkan,

c. Karyawan tidak diperkenankan menggunakan sumber daya keuangan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi,

d. Bilamana menemukan aktivitas yang menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap aset Negara, maka karyawan wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang,

e. Permintaan pembayaran dilakukan dengan benar dan dalam batas waktu yang ditentukan,

f. Dokumen akuntansi disimpan lengkap, meyakinkan, akurat, dan jelas,

g. Dilarang memalsukan dokumen.
Tujuan disiplin anggaran adalah untuk menyehatkan anggaran melalui pengurangan terhadap defisit anggaran yaitu dengan cara pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri, peningkatan pengerimaan pajak, serta penghematan pengeluaran (Dirjen Anggaran, 2014). Warren at al (2009) menjelaskan pula tujuan dari disiplin anggaran adalah untuk mencapai tujuan organisasi, sebagai pedoman kegiatan dalam mencapai tujuan, dan alat untuk menilai kinerja.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu (Suharsaputra, 2014). Metode diterapkan melalui studi literature.
Studi literatur dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur berupa peraturan, teori, standar, dan hasil penelitian tentang pengendalian internal, disiplin anggaran, serta keterkaitannya. Kajian tersebut atas literature yang ada sejak kisaran tahun 2000, dalam kurun waktu dimana pengendalian internal telah menjadi faktor penting dalam organisasi.
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian literature,  terutama mengacu pada PP No 60/2008 tentang SPIP dapat digambarkan kerangka penelitian seperti pada diagram berikut ini.

















Hasil dan Pembahasan
Inyang (2014) menjelaskan bahwa pengendalian internal dibutuhkan untuk mewujudkan disiplin anggaran. Selain itu, pengendalian internal memberikan jaminan bahwa anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku (Ruffner dan Sevilla, 2004). Terdapat hubungan yang erat antara pengendalian internal dengan tingkat disiplin anggaran (Holm-Hadulla at al, 2010). 
Menurut Jones (2010) pengendalian internal dibutuhkan dalam disiplin anggaran untuk menjaga integritas dalam pencatatan realisasi anggaran. Selain itu, Tommasi (2007) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan disiplin anggaran dibutuhkan pengendalian. Disiplin anggaran akan terwujud apabila adanya pengawasan secara efektif dalam organisasi. Penurunan budget slack di Pemerintah Daerah akibat dari semakin baiknya penerapan pengendalian internal (Zulkarnain, 2013). 
Pengendalian internal akan berdampak positif untuk meminimalkan terjadinya ketidakdisiplinan dalam anggaran (Ozer at al, 2011). Pengendalian internal merupakan faktor yang cukup dominan dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap anggaran (Prathima, 2005).

Dalam mewujudkan disiplin anggaran di perguruan tinggi negeri, perlu diterapkan pengendalian internal berdasarkan lima elemen SPIP sebagai berikut: 
1. Lingkungan Pengendalian

a. Integritas dan Nilai Etika dalam Penganggaran

1) Anggaran dan pelaksanaan program dilaksanakan berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA), Pagu Anggaran, Rencana Kerja PTN, Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Rektor/Direktur, standar biaya, dan penganggaran terpadu serta berbasis kinerja.

2) Kegiatan penganggaran telah menerapkan praktik perilaku etis yang bersifat menyeluruh dan langsung berkenaan dengan kewajaran harga, kelayakan sumber daya, bebas dari benturan kepentingan, kegiatan potitik pegawai, gratifikasi, dan penerapan kecermatan professional serta secara berkala pegawai menandatangani pernyataan komiten untuk menerapkan aturan perlaku tersebut.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Personil yang melaksanakan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi terkait penganggaran telah memiliki pengetahuan, keahlian, serta pengalaman yang diperlukan untuk setiap level jabatan.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Pemimpin berperan aktif dalam pemecahan isu penting dalam penganggaran, mengungkapkan informasi anggaran agar dapat dipahami, menghindari fakta-fakta yang dibesar-besarkan, dan estimasi anggaran yang tidak wajar.

d. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi terkait penganggaran telah dijalankan berdasarkan prosedur pengelolaan SDM yang menekankan pada aspek level jabatan, jenjang karir, kompetensi, kinerja, dan pengalaman kerja, serta dikomunikasikan kepada semua pegawai.

2. Penilaian Risiko
a. Identifikasi Risiko
Identifikasi terhadap risiko kegiatan penganggaran (seperti keterbatasan anggaran, ketidaktersediaan dana, kegagalan audit) telah dilaksanakan dengan menggunakan hasil temuan audit, hasil evaluasi dan penilaian lainnya, diperikatkan sesuai derajat kemungkinan terjadinya, dianalisis secara komprehensif dampak risiko tersebut dan cara mengatasi risiko bila terjadi.

b. Pengelolaan Risiko
Pelaksanaan mekanisme pengeleloan risiko terkait penganggaran telah dilaksanakan dengan menetapkan level jabatan untuk menangani risiko yang terjadi dan mengarahkan tindakan yang layak diambil dalam mengatasi risiko yang berdampak pada tujuan organisasi atau tujuan suatu kegiatan serta disosialisasikan kepada pegawai tersebut.

3. Kegiatan Pengendalian

a. Reviu Kinerja
Secara berkala laporan kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kinerja keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang direncanakan atau yang diharapkan, dan tindaklanjut yang telah dilakukan dalam mencapai rencana kegiatan tersebut serta rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi.

b. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pelaksanaan pengelolaan pengendalian terhadap sistem informasi organisasi dimulai dari penilaian risiko, prosedur implementasi dan pengamanan, uraian tanggung jawab pegawai terkait, klasifikasi informasi rahasia dan dapat dipublikasi, pengaturan otorisasai akses informasi, kesesuaian perangkat keras dan lunak, pemantauan akses system informasi dan melakukan investigasi atas pelanggaran serta tindakan perbaikan. 
c. Pemisahan Tugas dan Fungsi

Dalam organisasi, setiap transaksi dan kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang, tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan, pencatatan, pembayaran, penerimaan dana, audit, serta fungsi-fungsi penyimpangan dan penanganan aset berisiko lainnya dan adanya mutasi tugas pegawai secara periodik.

4. Informasi dan Komunikasi

a. Pengelolaan Informasi Keuangan
Dalam organisasi, informasi keuangan telah digunakan pimpinan untuk mengidentifikasi-kan tindakan khusus yang perlu dilaksanakan, melakukan pengecekan secara rinci transaksi keuangan sesuai keperluan, tindakan korektif yang diperlukan, mengukur dan menentukan pencapaian rencana strategis, tahunan, dan target organisasi.

b. Pengelolaan Komunikasi Informasi Keuangan
Pimpinan telah memberikan arahan yang jelas pentingnya pengendalian internal di unir/fungsi masing-masing khususnya dalam menyampaikan informasi keuangan organisasi berdasarkan peran masing-masing pegawai, hubungan pekerjaan antar pegawai, komunikasi perilaku etis, dan penyediaan saluran komunikasi informasi ke atas.

5. Pemantauan

a. Pemantauan Berkelanjutan di Bidang Anggaran/Keuangan
Laporan operasional organisasi telah terintegrasi atau terekonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran, adanya pemeriksaan yang rutin terhadap aset yang rawan, penetapan pegawai yang bertanggung jawab menyimpan dan melindungi aset serta sumber daya lain, menindaklanjuti rekomendasi hasil audit, serta adanya rapat dengan pegawai terkait untuk memperkuat pengendalian internal yang ada.
b. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Riviu Lainnya
Dalam organisasi, rekomendasi hasil audit dan riviu telah digunakan untuk mengidentifikasi langkah perbaikan, menetapkan tindakan perbaikan, menetapkan jangka waktu perbaikan, memberi tanggapan terhadap rekomendasi hasil audit yang dianggap kurang tepat atau tidak perlu ditindaklanjuti, serta memantau setiap penyelesaian rekomendasi tersebut.
Pengendalian internal tersebut dalam mencapai disiplin anggaran perlu diterapkan secara terintegrasi dan bersinergi di seluruh level perguruan tinggi meliputi pimpinan universitas dan politeknik, fakultas, jurusan, program studi, dan unit atau bagian di perguruan tinggi negeri. Selain itu sesuai dengan kebijakan teknis pengawasan Tahun 2018 Kemenristek Dikti melalui Inspektorat Jenderal, terdapat upaya penting yang merupakan bagian dari pengendalian internal yang dapat terkait dengan disiplin anggaran. 
Upaya penting tersebut adalah pengoptimalan kapasitas dan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN dalam bentuk peningkatan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN, pengupayaan penegasan struktur organisasi SPI PTN, dan peningkatan kapabilitas SDM SPI PTN. Secara khusus, SPI PTN dituntut mengawal perguruan tinggi negeri untuk mewujudkan anggaran yang disiplin.
Kesimpulan
Pengendalian internal memberikan jaminan bahwa anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Dalam mewujudkan disiplin anggaran di perguruan tinggi negeri, perlu menerapkan pengendalian internal berdasarkan lima elemen SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan. Pada setiap elemen tersebut dilengkapi dengan indikator yang jelas sehingga dapat menjadi acuan dalam penerapan pengendalian internal guna mencapai disiplin anggaran di perguruan tinggi negeri. 
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